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Ti'N'1'AN(i

PENC]NKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT IIIBUALAMO
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KABI]PATEN HALMAHERA UTARA

T]UPATI I IALMAI]DRA UTARA,

Menimbang : bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat huhum adat dan
hak tradisionalnya merupakan amanat Undang Undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
Bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat teiah melakukan verifikasi
dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat Hibualamo yang telah
memenuhi kriteria Lrflflrk dikuklrhkan sebagai masyarakat hukum
adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat
istiadat;
bahwa PcratLrran Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 52 tahun 2014
tentanB Pcngakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
menentukan bahwa pen€gkuhan kesatuan masyarakat hukum adat
ditetapka n dengarl kcpulusarr Buparil

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurul a huruf b, dan hurul c, perlu menetapkan KcpLltusan Bupati
Halmahera Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Hibualamo di Kablrpaten Halmahera Utara.

1. Undang-Undang Nomol 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasa!
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
i96O Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 2043);

2. Undalg Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentarg Pengesahan
I(onvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimi.nasi
terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1984 Nomor 29; Tambahar l,embaran Negara Republik Indonesia
No,I.or 3277);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konser-vasi Sumber
Dava Alarn Hayati dan Ekosistemnya {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun i990 Nomor 49i Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversiiy (Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41; Tarnbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1999 !{oEo.
165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N@

b.

c.

Mengingat

3.

4.



6. Undarg-Ul]dang Nomor 41 Tahun 1999 -ie:iang Kehutanan
" Gnt;";';;e?." n"p"trit Indonesia Tahun 19ee ir*omor 167'

ia:nbanan Lembaran Negara Republik lndonesia N?-:t 389!ll

r"U.g"i*""u telah diubah dengan Pera-turan PemennBh 
-Pengganuu"Jilg-ii"a""g Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas

il.a^.i-urla.rrn Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

rrc-t*". Negira nepublit lndonesia Tahun 2004 Nomor 29) ]'ang

IJ;h;il";G;;engan undang-Undang Nomor 19^ Tahun 2o04

i;;;;;;;; 'N"s".a Fcpublik Iicionesia Tahun 2oo4 Nomor 86'

i;#;;; r-L'u' Negars Republik Indonesia Nomor 4412);

Z. U"a""g-U"a"ng Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan '

p..pi"3l rraoi lt", utu.,,, Kabupaten Buru..dan .lftrbupaten- 
Maluku

i;;.r;;^." Barat (l,embaran Negara Republik Indonesia.'Iahln 1999

rtr,,.iJ. fz<. Trimbahan Lctibatan Ncgara Rct'ublik , 
Indonesia

Nomor 3895);
8. u;;;g- U;;;ns Nomor 1 'lahun 2oo3 tentang Pembentukan
- il;;,." Ha'lmahera Utaia, Kdbupaten Halmahera Selatan'

ilii;i;; Kepulauan Su1a, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota

iiJoii r.prf"r"n di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara

iahun zO6g Nomor 21, Tambahan I'€mbaran Negara Ngmor 4264);

O. U.rar,rg-U"a"ng Nomor 26 tahun 2OO7 tentang Pcndtaan Ruang' 
,r*-fi"" Neiara Repubiik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68'

i"^"ttit"Lt.-.t t-."iu.tan Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan-" 
;;i"d p""l"i."a".t Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

t.rJo"n""ia Taiun 2OO7 Nomor 84, Tambahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan

Uridang-Und.ang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undalg-Unaarg Nomor 27 Tahun 2OO7 tentarg Pengelolaan

wif"Vufr p""i"i. aan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzrhun 2oo7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 5490);
f r. U.rirltg-U.taang Nomor 32 Tahun 2OOq tentang Perlindungan dan

Pcngclo'luLan Lingkungan Hidup (Lcmb'lrun Neg'lra Rcpublik
ir.raJ.""ia 'l'ahun 

-2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undar.rg-Undang Nomor lL Tahun 2OIO tentang Cagar Budaya-- 

G-t#"" Neg-ara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesi'r Nomor 5168);

13. Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi

Geospa"sial (l,eirbaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014

Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52 t 4\'.
14. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pember.rtukan

Peratuial Penrndang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomoi 82' Tambahan L'embaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);
t5. Undang-Undang Nomor 1l iahun 2013 tentang Pengesahan
-- 

ll"goya'e.oto"ol on Access to Genetic Resources and The Fair and

oqiii"uf" Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The

CJ.rverrtion on Biological Diversity (Frotokol Nagoya tentang Akses

pada Sumber Daya Genetik dan i'embagian Keuntungan yang Adii

5;;- s"i;;;.; . 
'ang Timbul dari Pcmanfaatannya atas Konvensi

il;";;;.qe#"; Lial'ati) (rrrrbaran Negara Repubiik Indonesia



i\egara Repubirk indolesia 'nj.*., .---1 _\o=-i: -- iarnDahan
kmbaran liegara Repubiik lnoonesia .-iofio: #9:,:

17- Undalg-UndangNomor 23 Tahun 2Lii4 renre:q pemerinlahan
Daera} (Lembarao Negara Republik lndonesia Taiun 2OO4 Nomor
244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubai dengan peraturan pemerirltah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2014 Nomo. 246, Tambahan Lcmbar.rn Negara l<epublik lndonesizr
Nomor 5589;

18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30g,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor
59, Tambahan I-embarar-r Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

20. PeraturaD Pcmerintah Nomor 44 Tahun 2OO4 tentang perencanaan
Kehutanan (Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia tahun 2OO4
\om, rr l4nJ:

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor t2:,
Tambairal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS39);

22. PerarJ)rarL Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanairan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian
Permasalahem Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat:

23- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Produk Hukum Dae.ah {Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 32);

24. Peratu.an Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedomal Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat

^_ 
(Berita Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 951);

25. Peraturan Da.erah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelestarial dan
Pelembangaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang perlindungan
Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah pertambangari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Mengakui dan lt4elindungi Masyarakat Hukum Adat Hibualamo sebagai
Inasyarakat adat di Kabr'lpaten Halmahera Utara yang memiliki tita,
ni1ai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan kearifan loikal yang diakui
secara turun temurun;

Masyarakat Hukum AdaL Hibualar.oo meliputi wilayah adat yaitu;
Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Towiliko, Hoani Boeng, Hoana
Lina, Hoana Huboto^goqq{Ulgulati, Hoana Gura, Hoana orodina,
Hoa na Morodai dan(!+l,a*a loloTdl.-..-
Masyarakat Hukum Adat Hibualamo memiliki peta lvilayal adat
dcngan batas-balas alarn dan baLas adminisirasi 'sebagaimana
terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan
keputusan ini;

KETIGA



KELIMA

KEENAM

Pengelolaai wiiayah adat dan penyelcsaizrn scngkcia "-:::g:e1:ri: '_":-'r
*1.!, *."v-"xat diselenggarakan berdasarka;r hukuiir adai

;;.:,;..;;;"'h; ;"- u i u L H i f,,1 r n-o d en gan m em pe rhairka-n pri n -i p

keadilan sosiaL, kesetaraan gender, hak asisi manusia dan kelesurian

lingkungar hiduP;

Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah. den$an. lr'alga

rur-^"r.irf.ua Huium Adat, mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam

-"fif."f."" hubungan hukum dengan pihck luar'

h,t
TEMBUSA[,Kepada Yth :

t. - "nt 
.i O"lam Negeri Republik lndonesia di Jakarta;

2. Gubernur Propinsi Maluku Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Haimahera Utara;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera UtaLa;

s. [.iJ" Badan Pemberdayaajn Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten

Halmaiera Utara;
6. Yang bersangkutan.

: Keoutusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

;:[.;;;;; ;;i i"ia"p"t kekeliruan, maka akan diadakal pembatran

sebagaimana mestinYa.

Ditetapkan di Tobclo
Pada Tanggal ,

ERA UTARA,




